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I emberikan kesempatan :
e adrasah sesuai dengan

berbadan hukum untuk menyelenggarakan m
standar nasional pendidikan;

ebagaimana tercantum dalam keputusan ini telah

administratif, teknis dan kelayakan

memenuhi ersyaratan nis _ Lo
¥ hasil visitasi dan verifikasi Tim

sebagaimana mestinya sesuai dengan :
Penilai, Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama

Kabupaten Sukabumi Nomor B-36742/KK.10.02/_2/PP.00/97/201"!
tanggal 18 September 2017 dan Nota Dinas Pertimbangan Kepala
Bidang Pendidikan Madrasah Nomor OSI]/ND/IPM/QOIS tanggal 31
Mei 2018 sehingga layak diberikan izin operasional;
ebagaimana dimaksud dalam huruf
a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilaygh
Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat tentang Pemberian Izin
Operasional Madrasah Aliyah Asshohibiyah Kabupaten Sukabumi;

un 2003 tentang Sistem Pendidikan
blik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,

Nasional (Lembaran Negara Repu
lik Indonesia Nomor 4301);

Tambahan Lembaran Negaia Repub

Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157,

Tambahan Lembaran Negara Republik [ndonesia Nomor 4586);

19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional

Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional

Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indor.esia Nomor 5670);

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar
Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor
4863);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan

Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
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KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM IZIN OPERASIONAL MADRASAH
Nemor = 0311/1PM/2018

Diberikan kepada:

. MADRASAH ALIYAH ASSHOHIBIYAH

Nama Madrasah :
. JALAN SIRNASARI PABUARAN

Alamat
Desa/Kelurahan : SIRNASARI

Kecamatan : PABUARAN
Kabupaten/Kota : KABUPATEN SUKABUMI
Provinsi - JAWA BARAT

Penyelenggara Madrasah - YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL HASIBIYAH
Akte Notaris Penyelenggara : NO. 755 YUSEP SUGIH MUNANDAR
Pengesahan Akte Notaris AHU-0000836.AH.01.04 TAHUN 2015 TANGGAL 26 MEI 2016

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

Bandung, 6 Juni 2018
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINS| JAWA BARAT
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. Peraturan Pemerintah

. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahu

. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor

59~

n 2008 tentang Guru (Lembaran

' N 74 Tahu
. Peraturan Penierintah Nomor 2008 Nomor 194, Tamb ahan

Negara Republik Indonesia Tahun .
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
Nomor 17 Tahun 2010 tentang Peng:lc;la;m dap
Republik Indonesia
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara _
Tam 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republﬂ;lndopets;;
Nomor 5150) sebageimana telah diubah dengan Peraturan Pem::r-::;tah
Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan [cm el
Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan .dsn Pcnycoel%ggN -
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 ey
112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor .
n 2015 tentang Kementeriar Agama

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
n4 Tahun 2007 Standar

Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/ M.adrasa.h Ibtidaiyalaql};
Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah, dan Seko

Menengah Atas/Madrasah Aliyah;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabu;laa.ten/f{ota
sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Pendidikan Nasicnal Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standa:
Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota (Berita Negars
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 464);

Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar
Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan
Bahasa Arab di Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 11);

Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas
Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berite
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 206) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pade
Sckolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 684);

Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dar
Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);

Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaran Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesie
Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah beberapa kali diubak
terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 201€
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 9(C
Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berite
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);

Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dar

Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahur
2016 Nomor 1495);
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